BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa pada akhirnya berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat  menyimpulkan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan jasa multimedia bertanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata), bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disengaja, yang tidak disengaja atau karena lalai (pasal 1366 KUHPerdata), dan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan atau pegawainya, sesuai dengan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata. Sedangkan menurut ketentuan pasal 19 UUPK, penyelenggara jasa multimedia bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang diperdagangkannya.

2) Ganti rugi menurut pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan  ganti rugi yang dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang, ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum, larangan dilakukannya perbuatan tertentu, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.

3) Penyelenggaraan jasa multimedia dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 UUPK, oleh karena itu ketentuan layanan penyelenggaraan jasa multimedia yang dilakukan PT Firstwap dinyatakan batal demi hukum. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut 

1) Penyelenggara jasa multimedia dalam mencantumkan klausula baku harus memperhatikan ketentuan UUPK mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha.

2) Konsumen pemanfaat jasa multimedia yang merasa dirugikan oleh penyelenggara jasa multimedia dapat menggunakan haknya, sesuai dengan ketentuan UUPK, yaitu meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerugian yang dideritannya.

3) Perlu adanya peran aktif pemerintah untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang dibuat oleh penyelenggaraan jasa multimedia.
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